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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH T ;[NGKI\T ITI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah . Nomor 20 ‘Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah secbagai
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka pengaturan
Retribusi Parkir Kendaraan perlu
disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian
sebagaimana dimaksud huruf a diatas,
perlu ditetapkan dalam suatu
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 72, Tawbahan Lembaran
Negara Nomor 1820) ;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor ‘13 Tahun 1980
tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3186) ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tcentang IIukum  Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomoxr 76,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor
3209) ;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomoxr 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3480) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1897
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997
Ncemor 411, Tambahan Lembaran Negara
Nomoxr 3685) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-
jawaban  dan Pengawasan Kcuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor 5) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

o
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11.

12.

13.

14.

16.

Peraluran PemerinLah Nomor 26 Tahun
1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3293)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kepada
Daerah Tingkat I dan Tingkat II
(Lembaran Negara Tahun 1590 NomoOr 26,

Tambahan Lembaran Negara  NomoT
3410) ;

peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3529) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Necgara Tahun 1997 Nomox 55,
Tambahan Lembaran Negara NoOmoOIr 3692);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri NomOTL
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Per-
aturan Dacrah dan Peraturan Dacrah
Perubahan j;

{opulusan Menter i Perhubungan Nomor
KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas
Parkir Umum ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
171 Tahun 15397 tentang Prosedur
pengesahan Peraturarn Daerah tentang
rajak dan Retribusi Dacrah ;

(U9)
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17. Keputusan Menteri Dalam Negeri NomoT
174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara Pcmungutan Retribugsi Dacrah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nowor
17% Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Relribusi Daerah ;

19. Kepulusan Menteri Dalam Negerl Nomor
119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup
dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah
Tingkat 1 dan Daerah Tingkat Il ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Ilulu Sungai Selatan NOWOT
11 Tahun 1990 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat
Il Nulu Sungali Sclatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menoetapkan - PERATURAN DALRAIl KABUPATEN DALERAI
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM.

BAD T
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

a. haerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selalan

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaterl
Dacrah Tingkat TI Iulu Sungai Sclatan

&Y
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Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah
ringkat Il Iulu Sungai Selatan ;

_ pinas Pendapatan Dacrah adalah Dinag DPcndapatan

paerah Xabupaten Daerah Tingkat Il Hulu Sungai
Sclatan ; ’

Dinas Lalu lLintas dan Angkutan Jalan selanjutnya
disingkat Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungal Selatan ;

Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten
Dacrah Tingkat II Hulu Sungai Sclatan ;

_ pendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan

Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

. Tempat Parkir, adalah Jalan-jalan umum dalam

Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan
yang diperuntukkan sebagai  tempat parkir
kendaraan ;

'

. Dctugas, adalah Icgawai yang ditunjuk olch Kcpala

paerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang
diparkir ;

_ Retribusi Parkir, adalah sejumlah uang yang

harus dibayar kepada Pemerintah Dacrah olech

setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat
parkir ;

. Kendaraan, adalah kendaraan bermotor dan Lidak

bermeotor ;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
di Dbidang Retribusi Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

. Surat Kctctapan Rotribusi Dacrah yang sclanjutnya

disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk
apapun, pecrsckutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serlLa
bentuk usaha lainnya ;
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o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat
Keputusan yang menentukan Dbesarnya jumlah
retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi,
jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi,
besarnya sanksi adminis- trasi dan jumlah yang
masih harus dibayar ;

p. Surat Tagihan Rctribusi Daerah yang sclanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan

tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

BAB IT ’
NAMA OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
dipungut thribusi Pemakaian Parkir di Tcpi Jalan
Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian
parkir di Tcpi Jalan Umum.

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah wajib Retribusi yaitu orang
pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan

parkir di Tcpi Jalan Umum yang ditcntukan olch
Pemerintah Daeral.

BAB TIII1
GOLONGAN RETRIBUST
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Parkir di Tepi Jalan Umum
termasuk Golongan Retribusi Jasa Umurmi.
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PLENGGUNAAN JASA

Pasal 6

ringkat penggunaan jasa parkir di Tepi Jalan Umum
divkur berdasarkan klasifikasi  jalan,  JcniS
xendaraan dan waktu penggunaan.

BAB V
PRINGIF PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYN TARIFP BETRIBUSI

Pagal 7
prinsif penetapan tarip Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum adalah untuk biaya adminstrasi, biaya
penycdiaan marka dan rambu parkir, biaya pcngaturan
parkir dan biaya pembinaan.
Pasal 8

struktur besarnya Retribusi yang dikenakan terhadap
wajib retribusi ditetapkan scbagai berikut

a. Kendaraan jenis Truck dan Dus ..... : Rp. 600, -
b. Kendaraan jenis Truck Mini dan
Bus MINL .. e e e e e e e : Rp. 500, -

¢. ¥Xendaraan jenis Scdan, Jeep,
Suburban Pick Up, wini bus dan

GOJENISNYA ..o e e e : Rp. 300,
d. Kendaraan bermotor roda tiga....... : Rp. 200, -
¢. Kendaraan bermotor reda dua ....... : Rp. 100, -
f. Kendaraan tidak bermotor roda dua : Rp. 100, -
BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9
(1) Pemungutan rctribusi tidak dapat diborongkan.

2) Retribusi Parkir dipungut dengan menggunakan
GKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
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(3) Hasil pungutan Retribusgi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Parkir dipungut gj

- Wilayah Kabupaten
paerah Tingkat II Iulu Sungai Selatan.

BAB VIIT
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetap-
kannya SKRD atau dokumc

n lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Rectribusi tidak membayar tepat
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
adminstrasi berupa bunga scbesar 2 9 (dua persen)
setiap bulan dari besarnya Retribusi terutang

yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
mengqunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang
dilunasi sekaligqus dimuka.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat

pcmbayaran Rctribusi diatur dengan Xcputusan
Kepala Daerah.

1~ P —
narus
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BAB X1
TATA CARN PENAGIHANM

Pasal 14

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain
~ yang sejenis sebagal awal tindakan pelaksanaan
pcnagihan rctribusi dikeluarkan scgera sctelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) halam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
" Langgal surat teguran/peringatan/surat lain
yang scjenis, Wajib Retribusi harus melunasi
rRetribusi yang terutang.
(3) Surat teguran sebaggimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIT
KEDALUARSA

Pasal 15

(1) penagihan Retribusi, kedaluarsa segelah
mclampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun tcrhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, keguall
apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana
di bidang Retribusi. '

(2) Kedaluarsa penagihan Retribusi  scbagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanqgguh apabila
a. Ditarbitkan Surat Teguran dan furgi Pakga

aLau ; . . . - .

b. Ada pengakuan utang Retribusi darl wajjl
Rn;rj,bq:;i baik langsung maypun Lijdak
langsung.

BAl XL
TATA CARA PENGCHADPUSAN DPIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 16
(1) Piutang Retribusi yang tidak wmungkin ditagih

lagi karcna hak untuk oclakukan pcnagihan sudah
kadaluarsa, dapat dihapus.
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(7)

(3)

(4)

(1)

(3)

gepala Daerah menetapkan keputy
piutang Rctrlpu31 Dacrah yang
gebagaimana dimaksud ayat (1)

San penghapusan
Sudah kedaluarsa
Pasal inj.

' BAB K1V
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pacal 17

setiap orang pribadi atau badan hukum yang
memarkir kendaraan, wajib menempatkannya pada
rempat parkir yang telah ditentukan.

l,okasi tempat-tempat parkir scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut
oleh Kepala Daerah.
Pengelolaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum
scbagaimana  dimaksud  ayat (1)  rasal ini
dilakukan oleh Dinas LLAJ.

Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan
memperhatikan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
Kegselamalan dan kelancaran lalu lintas
Kebersihan dan keindahan lingkungan ;
{eamanan, kemudahan bagi pengguna jasa.

!

annaco

Pasal 18

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang
memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat
parkir harus mematuhi semua tanda-tanda Gan atau
pctunjuk parkir yang tcrpasang dan pctunjuk yang
diberikan oleh petugas parkir. o

Seliap kendaraan dilarang parkir di luar batas-
batas tempat parkir yang telah dltentukan:
Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang
menempalkan kendaraannya sembarangan di Lempat
parkir sehingga dapat wengganggu, mengurangi,
merintangi kebebasan kendaraan Jlalnnya yang
diparkir untuk kcluar maguk tcmpal Pafk1{A?3”

atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran
arus lalu lintas.

10
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Pasal 1.9

ugas parkir sebagaimana dip
1) peraturan Daerah ini berkewajiban PaSal 18 ayat
“nmmberlkan.pelayanan Untum masuk éa <
xendaraan di tempat parkir yang mcnjaéi keluarnya
j awabnya ; - 1 tanggung_
b menyerahkan kavcis parkir
’ raga ketertiban g
c. menjag : AN MENgatur lends
kcndaraan yang diparkir di tcgr:p;g ; e]fl.d"raan‘
menjadi tanggungjawabnya . pParxir yang

aksug

BAB XV
PENGAWASAN
Pagal 20

La

kepala Daerah mwenunjuk Pejabat tertentu untuk
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
paerah 1nl.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi yang tidak m
kewajibannya oschingga merugikan !

cu Dacrah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah retribusi terutang.
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

——
)
S

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pascal 22

]

(1) pPejabat Pegawai Negeri Sipil .tertontu dg.l_mg?:
kungan .Pemerinta serah diberi wewenang khusus
RUngan remex intah Daerars s i
sebagai Penyidik untuk melakukan penylaixail
tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah.

11
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(7)

{3)

wowenang Penyidik sebagaiman

(1) p-su{ LuL adalap

.. MCNCT1IMa, MCNcari, mengum < sy

v keterangan atau 1apé¥g§nﬂg;zte:§:nm%301151
tindak pidana dibidang Retribug; Daerah Saen

p. menelitl, mencari, dan mengsapulkar
keterangan mengenai orang pribadi atay badag
tentang kebenaran perbuatan'yanq dilakuka
sehubungan dengan tindak pidaﬁa Reﬁ;;bn :
pDaerah ; e

c. mcminta keterangan dari pahan buk

orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah -
d. memeriksa Dbuku-buku, ;

N _ Calalan-catatan, dan
dgkumcn—@o?umon lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah

r. melakukan penggeledahan untuk m
bukti pembuﬁuan, pencatatan, dan dokumen-
dokumcn lain, serta wmelakukan pcnyitaan
terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam
pelaksanaan tugas penyidikan tindak
dibidang Retribusi Dacrah ;

qg. menyuruh  berhenti dan melarang sescorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang vyang berkaitan dengan
tindak pidana di bidang Relribusi Dacrah ;

1. mcmanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagail tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran pcenyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Dacrah monurut. hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini mcmberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya Xxepada

Penuntut Umum, sesuali dengan KkKetentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang  Hukum Acara Pidana.

a dimaksud ps
a dimaksugd pada ayat

ti dari

.
!

endapat bahan

rangka
pidana

L |
La
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TWAN PERWAKILAN RAKYAT
AERAH XABUPATEN DAERAIL

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

qal-hal ¥ang belum diatur dalam Peraturan
qﬂﬁnjang mengenal pelaksanaannya akan 4
D .

Daerah ini
a

iatur lebih
Tanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 24
peraturan Daerah ini mwulai berlaku pada tanggal
diundangkan. .

Agar setlap orang dapal

pat wmengetahuinya
memerintahkan  pengundangan Peraturan Dacrah inid
dengan pcnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II llulu Sungal Selatan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Nopemb

o
©
4
o
M
b
\o
\Q
x

BUPATI KEPALA DALRAII TK. II

HULU SUNCAI SELATAN,
TINGKAT ITI HSS

¥etua, Cap.
tid.
ap. ttd.
ii. MARKZUQLE, BA DRS. H. SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAI AHRI
NIP. 19690314 199503 1 002
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negori
dengan Sural Keputusan

Nomor 1 971,43 - 74

Tanggal @ 13 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daecrah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Hulu
Sungai Sclatan

Nomor |

Tanggal : 26 Juli 1999
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PENJELASAN
PERATURAN DALRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NCMOR 14 TAHUN 1998

TENTAN
RETRIDBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

L. PENJELASAN UMUM.

Schubungan dcngan ditcrbitkannya Pcraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Dacrah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari
Undang undang Nomor 18 Tahun 1297 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah, maka dipandang
perlu melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Peraturan Daerah yang mengatur Parkir
dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai
Sclatan. Penycmpurnaan dan penycsuaian dimaksud
Entuk mengantisipasi semakin pesatnya perkem-
ﬁangan transportasi khususnya angkutan darat di
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,
scrta dalam rangka meningkatkan pelayanan kcpada
masyarakat dalam menggunakan tempat parkir di
tepi jalan umum dan wmenjaga kelancaran urus lalu
lintas di jalan umum.

- QJ

alam rangka peningkatan pclayanan kcpad
asyarakat yang menggunakan tempat parkir di t
jalan umum diperlukan biaya yang berkesin
bungan, karenanya sebagai Jjasa nyata d
Pemerintah Dacrah dalam pclayanan lterscbul wajar
dikenakan Retribusi Tempat Parkir 4di Tepi Jalan
Umum sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (FAD).
Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir tersebut
adalah untuk menggali partisipasi wagyarakat
dalam menunjang pembangunan terutama dalam bidang
lalu lintas dan angkutan jalan.

AP ()

-

H =T
=

Q)
fle

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

C4
0
|...|
o]
0

Pasal 1 sampai dengan  Pasal 24 :  Cukup
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